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RINGKASAN

Pemekaran  Daerah menjadi sebush  fenomena yang marsk  setelah
relaksanaan otomomi daerah di bawah UL Moo 22 tahun 1999 tentang (Monomi
Laerah, Hal in1 juga terjadi di Sumatera Barat, baik pada level kabupaten maupun
Magart. Salsh saw dacrah vang  melakukan pemckaran Pemerintahan Mazari
adalah Kabupaten Pesisir Sclatan. Sebanvak 13 Magard di Kabupaten Pesisir
Selatan telah melakukan pemekaran pemerintahan nagard, diantaranyva Nagari
Inderapura menjadi &(delapan) Pemerintahan Nopard baru, Magarl Inderapura
memiliki wilavah vang sangat luas. 12.87 % luzs Kabupaten Pesisir Sclatan.
magan Inderapura vang dahulunva adalah sebush Kesultanan | saul mi juga tengah
menghadapt banyak konflik wanah ulavan, Unikivs, pemekaran nagari yang
dilakukan di Nagard Inderapurs hanya melipuli tata pemerintahan saja. Adapun
Iagari Inderapura sebagai kesatuan wilavah adat masih tetap utub i bawal satu
widah Organisasi Kerapatan Adal Nagari (KAN) Inderapura,

Mlealnyva, pemckaran ini ditwjukan untuk lebih mendukung terwujudnya
olonomi - daerah. Namun, kenyatzan ini tidak selalu demikian di lapangan.
Beberapa referensi terdaholu memmjukkan bahwa permekaran sering  jusa
berhubungan dengan kepentingan elit lokal untuk berkuasa, Dart latar belakany
vang ada, permasalaban dalom penclitian ini adalah bagaimana peran elit lokal
dalam proses pemekaran Pemerintahan Nagar Inderapura dan faktor-faktor apa

vang mendotong pemekarzn Pemerintahan Nagari Inderapura teesebul,



BAB 1
PENDAHULIAN
A Latar Belakang ;

Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia ditinjau dari seaj politik dan
ketatanegarzan, adalah terjadinya perpescran paradipma sisteim pemerintalon yang
bercarak menolitik sentralistik ke aral sistem pemerintahan vane desentralistik
flocal desocracy). Sistem pemerintaban seperti ini memberikan kelelunsaan
kepada dacrah dalam wujud “Otonomi Daerah™ vane luas dan beranogung jawab
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masvarakal selempat berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masvarakat sendiri
atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesual denpan kondisi. potensi dan
keragaman daerah. Chonomi dacraby sebagei wujud pelaksanman asas desentrlisasi
ialam penvelengoarsan pemerintahan vang digulirkan oleh pemerintah schazai
Jawaban atas tuntutan mesyarakat. pada hakekatnya menspakan penerapan konsep
division of power yang membagi kekuasaan negara secars verikal, Dalam konteks
int, kekuasaan akan terbagi amara pemerinteh pusat dan pemerimab daerab, vang
seeara legal konstitusional tetap dalam kerangka Nepara Kesatun Repulilik
Indonesia.’

Arghan penerapan otonomi daersh ini disebutkan dalam pasal 18 UUD
1943 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik [ndonesia dibagi atas
dacrah-dacrah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

vang tiap-tiap provinsi. kabupaten, dan kota ite mempunyai pemerintahan daerah,

' Warsito Ulamo, “Iniplemenssi Desentralizas dan Otonosd Dhsersh Tinghar 11 Mlasq
Orde Barw (Sudi Kasus o Dogi 11 Cilacap dan Do 0§ Boudos) dalirm JEAP Volome 1 Nomor 2
Foly 1997 Jiloe, 11,



vang diater dengan undang-undang, Untuk pehiksanaan sitem pemerintahan yang
menganut mr.-m‘.-;-rﬁ decrah ini pulalab dibentuk UL No, 22 tahuen 1999 tenbng
Dionormni Daerah,

Femberlakuan  otonomi  deeraly  yang  lebih  serius  jupa  berari
mengakomaodasi kondisi-kondisi khusus kedaerahan dalam seluruh aspek secars
fegal-formal. tenmasuk sistem pemerimahan® Peluang inilah vang kemudian
ditsnggapi secara cepat oleh pemerintah dacrah propinsi Sumatera Barat pniuk
kembali menghidupkan sistem Pernerintahan Nagari di Sumatera Barat melalui
Perda propinsi Sumalera Barat Mo, 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Daersh,

sebelum mengenal sistem pemerintahan Desa, pemerintahon terendaly di
sumatera Barat dikensl dengan sistem pemerintalian Nagari. Sistem pemerintahan
it bercirikan adat istiadat lokal dan bersifat otoncm,  Menum sejarahnya Magari
adalah merupakan bentuk “Mepara™ ving berpemerintaban sendini {otonoem ).
Magard merupakan safu kesatuan masyarakat bukum adat. vong divakini oleh
masyarakat bahwa uosia Nagari i sendiri lebih s dibandingkan dengan
herdirinya kerajasn Pagaruvung. Sistem Pemerimehan Magart [ebibe menckankan
pada pengavoman masvarakat  melalui pendekatan kultural dan adat istiadat
setemipat {Minangkabau), sehingea memungkinkan mmbuhnya parntisipasi dan

kreativitas dalam segala aspek kehidupan masvarakan

P Likat LT 1945 Bah V) tentang Pemenmiohan Dacrab, UL Wo, 00 sabion 2004 AN
Pembentuban Perturen Perundane-Undengun, dan UL %o, 32 shan 2004 tenting Pemerinahin
INHES )

" Likat antars lain LBH Padane. Kearifan Lokal dalam Pengetolaan SDA, 2003, Padanp:
LEH Muding.



BAR W
KESIMPULAN DAN SARAN
Ao KESIMPULAN ;
A. 1. Peran Elit Lokal Dalam Proses Pemekaran Pemerintahan Nagari
Inderapura

Pemekaran Magari Inderapura menjadi 8 {delapan) pemerintzhan nagari
tidak lepas dari peran penting parg clit nagari. Bahkan, peran elit terlibat sangal
dominan. D samping tingginya inisiatif para elit, secara wmum masyurakat juga
memberikan kepercavaan penuh pada para elit baik elit formal yang memerintah
muupun yang Lidak memerintah, untuk melaksanakan proses remekaran,

Peran para elit dimulai dari sejak proses pewacanman pemekaran dan
penjaringan aspirasi dari masvarakat, Dalam konteks ini. media vang digunakon
para elit adalah melalvi pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi informal seperti
sehabis shalat di masjid dan Tainnya. Flasil dari aspirasi ini, para clit
menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme vang ada, BMAS dan pera Kepals
Rampung membuat sural persctuivan pemekaran nnok disampaikan kepada Weli
Nagari dan DPN (BAMUS). Selanjutnya Wali Magari membentuk Tim Pemekaran
dan melaksanakan rapat-rapat pembahasn hingga akhirnva dicapai kescpakatan
pemckaran pads tanggal 22 November 2007, Pada hari iu juga ditetapkan kembali
Tim Pemekaran yang akan membantu Wali Magari melanjutkan proses pemekaran,

Sehari sesudaliva (tanggal 23 Movember 2007}, BAMUS mengeluarkan
surat keputusan persetujuan pemekaran, diikuti keluarnya  Peraturan Nagari

Inderapura Na. 03 tahun 2007 wening Pemekarsn Magari Inderapura pada tnggal
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